
BAB 5 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan 

Mengacu pada hasil analisis deskriptif dan analisis inferensial  menggunakan metode SEM 

berbasis Partial Least Square, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Penyerapan Dana Kapitasi berada pada 

kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perencanaan dan penganggaran, 

pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan 

pengawasan serta kompetensi sumber daya manusia semuanya sangat baik.  

2. Hasil uji statistic menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan dana kapitasi pada level signifikansi > 0.05 yaitu 0.877.  

3. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan dana kapitasi JKN pada level signifikansi < 0.05, yaitu 

0.017.  

4. Hasil uji statistic menunjukkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan dana Kapitasi JKN pada level signifikansi < 0.05, yaitu 

0.038.  

5.  Hasil uji statsitik menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan dana Kapitasi JKN pada level signifikansi >0.05, yaitu 

0.994. 

6. Hasil uji statistic menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan dana kapitasi JKN pada level  signifikansi <0.05, yaitu 

0.042. 



7. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusi variabel Perencanaan dan 

penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban, 

Pembinaan dan pengawasan dan variabel Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

terhadap penyerapan dana kapitasi sebesar 73,1 %, sedangkan sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Hal ini bermakna  bahwa semakin 

baik perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta kompetensi sumber daya manusia 

maka semakin baik penyerapan dana kapitasi JKN. 

1.2. Saran  

Sesuai hasil analisis deskriptif dan uji hipotesis serta kesimpulan diatas maka disarankan 

sebagai berikut:  

1. Dalam  upaya peningkatan penyerapan dana kapitasi JKN, Dinas Kesehatan Kabupaten 

Belu dan Puskesmas, diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap: 

a. proses pelaksanaan dan penatausahaan, dalam hal ini proses pembuatan dokumen 

pelaksanaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa serta pembukuan. Jadwal 

pelaksanaan harus ditinjau kembali sehingga proses boleh berjalan sesuai waktu.  

b. proses pelaporan dan pertanggungjawaban, dalam hal ini pembuatan laporan-laporan 

keuangan (laporan realisasi anggaran(LRA), Surat permintaan pengesahan 

belanja(SP3B), Surat pengesahan belanja(SPB), harus segera dibuat setelah dana 

dicairkan dan digunakan.  

2. Mendorong Peningkatan kualitas  Kompetensi Sumber daya manusia dalam hal ini 

pengelola keuangan kapitasi perlu dilakukan pelatihan atau bimbingan teknis secara 

intensif. 



3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, agar menambahkan variabel baru dan sampel 

yang dapat berpengaruh terhadap penyerapan dana Kapitasi JKN. 
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